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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran rata-rata skor untuk 

kategori persepsi variabel perencanaan adalah 81,45%, variabel 

pelaksanaan adalah 84,06%, variabel penatausahaan adalah 84,53%, 

variabel pelaporan dan pertanggungjawaban adalah 84,05%, dan variabel 

akuntabilitas adalah 82%. 

2. Variabel perencanaan(X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 

dengan nilai uji t sebesar 3,791 dan tingkat signifikan 0,008, variabel 

pelaksanaan dengan nilai uji t sebesar 2,462 dan tingkat signifigkansi 

0,014, variabel penatausahaan dengan nilai uji t sebesar 2,791 dan tingkat 

signifigkansi 0,021 dan variabel pelaporan dan pertanggungjawaban 

dengan nilai uji t sebesar 5,855 dan tingkat signifigkansi 0,000 

3. Hasil uji R Square menunjukkan kontribusi variabel bebas yakni variabel 

perencanaan, variabel pelaksanaan, variabel penatausahaan dan variabel 

pelopran dan pertanggungjawaban sebesar 0,576 atau sebesar 57,6% dan 

sisanya 42,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis penelitian, hasil pembahasan, dan 

kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu : 

1. Bagi aparatur pengelolah keuangan dana desa di Kecamatan Semau 

disarankan agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa dengan melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas 

aparatur kepada seluruh aparatur pengelolaan keuangan desa melalui 

bimbingan teknis secara rutin tentang perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. 

2. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait (Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa) turut berperan serta melakukan pendampingan 

pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban 

3. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi secara transparan 

terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) atas kegiatan-

kegiatan yang didanai dari dana desa kepada seluruh masyarakat 

desa,dengan adanya transparansi akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat desa kepada pemerintah desa.  
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